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PUTUSAN
Nomor 503/Pdt.P/2019/PA.Chd

P23 025 I Ul ply
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Mahmudin bin Madsuki, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh, tempat kediaman di Kampung Cipari, RT.001, RW.008,
Desa Cikadu, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,
sebagai Pemohon;
melawan
..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman

di ..., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November
2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 03
Desember 2019dalam register perkara 503/Pdt.P/2019/PA.Chd telah mengajukan

dalil-dalil sebagai berikut:
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernihakahan dengan isterinya
yang bernama Yaya binti Tatang yang pernikahannya dilaksanakan di KUA
Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dan dari pernikahan tersebut

dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama Muid (berusia 23
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tahun), Irmayanti (berusia 18 tahun 3 bulan), Ipaj (berusia 13 tahun), dan Azka
(berusia 12 tahun).

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang ke 2 (dua)
bernama:

Irmayanti binti Mahmudin, Tempat Tgl. Lahir Sukabumi, 11 Agustus 2001
(berusia 18 tahun lebih 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP,
Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung Cipari, RT.001, RW.008,

Desa Cikadu, Kecamatan Pelabuhanrtu, Kabupaten Sukabumi;

dengan calon Suaminya bernama:

Rimal Muslih bin Subarnas, Tempat Tgl. Lahir Sukabumi, 04 Juli 1997,
(berusia 22 tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Kampung Cimanggu, RT. 008, RW. 002, Desa Cimanggu,

Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai
umur 19 tahun;

Bahwa hubungan Rimal Muslih bin Subarnas dengan Irmayanti binti
Mahmudin keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan
keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-
laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan
dan dilarang oleh agama;

Bahwa anak Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan
sudah siap untuk menikabh;

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rimal
Muslih bin Subarnas tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, sehingga

pernikahan antara anak Pemohon dengan Rimal Muslih bin Subarnas tidak
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terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku ;

Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap
untuk menjadi isteri;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Rimal Muslih bin Barnas
telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk menafkahi calon
isterinya yaitu sebesar 3. 500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk

menikahkan anak Pemohon bernama (Irmayanti binti Mahmudin)

dengan (Rimal Muslih bin Subarnas);

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon

putusan yang seadil adilnya ( Ex aquo et bono ).

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap
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mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak
berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan
meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon
dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap
mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon
tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak
dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa ...;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang
saksi sebagai berikut:

1. Subanas bin Jaya, umur 51 tahun, agama Hindu, pendidikan ..., pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu RT.08/02, Cimanggu, Palabuhan

ratu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut;

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon karena saksi adalah ...;

- Bahwa saksi adalah A¢4,-!.. Pemohon;

saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi
kawin;

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau
menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan ... karena
belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ...;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur ... tahun;

- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama ...;

saksi mengenal calon anak Pemohon bernama ...;

- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur ... tahun;
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Calon suami anak Pemohon sudah berumur ... tahun;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya ...;

anak Pemohon dengan calon suaminya ...;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya /
suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang
menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus ...;

Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus ...;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan
keduanya;

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana
pernikahan tersebut;

- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti
orang dewasa,;

- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai ...;

anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

- Bahwa sudah cukup.

2. Ai Nurhasanah binti Tatang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ...,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cipari RT.01/08
Cikadu, Palabuhanratu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan
Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah
hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang
sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR,
permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon
(verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2)
PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah
tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan
memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah
hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang
sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk
melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan
Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta memiliki sifat egois

yang tidak mau mendengarkan nasehat maupun masukan dari Pemohon sebagai
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seorang suami dan imam di dalam rumah tangga, Termohon selalu membesar
besarkan masalah yang sepele sehingga hal ini yang selalu memicu perselisihan
dan puncaknya pada bulan April 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah
rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban
Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan
Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon
dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta
merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan
perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu
kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat
bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2
orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di
atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim
menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang
telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat
bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil
alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah
berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan terbukti Pemohon
dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah
bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni
keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di
persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena

saksi mengetahui langsung peristiwva perselisihan dan pertengkarannya dan
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ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung

permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi

syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua
orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan
yang sah;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon sudah
tidak taat dan patuh kepada Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017
dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya
suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih
tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah
tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi
(Onheel baar tweespalt), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
pecah sedemikian rupa (broken/down marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu
rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan
rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua
belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari
kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-
fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi
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perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan
Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2 Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Putri Delia
Mulyani binti Mulyadi untuk menikah dengan Yayan Sofiyan bin Hendra,
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibadak pada Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H
sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali, S.H,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
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juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

ttd ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag Drs. H. Mustofa Kamil, M.H
ttd

Drs. Usman Ali, S.H
Panitera Pengganti,

ttd

Aji Sucipto, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp 75.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  191.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Pupu Saripuddin, S.Ag
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